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1BAGIAN I 
PENDAHULUAN
A. Kapasitas Pemerintah Desa menuju Electronic Government
Di era otonomi desa sesuai UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah 
desa memiliki hak dan kewenangan yang sangat besar dari sebelumnya (sebelum 
diberlakukan UU Desa). Pemerintah desa menilai UU Desa tersebut adalah 
kesempatan bagi pemerintah desa untuk membangun desa yang lebih maju dan 
sejahtera. Karena itu, pemerintah desa landungsari dapat melakukan perencanaan 
pembangunan dan melakukan tatakelola administrasi desa secara baik dan benar. 
Disisi lain, pemerintah desa landungsari merasa belum memiliki kemampuan 
yang memadai untuk menjalankan dan mewujudkan visi UU Desa. Sumber daya 
manusia pemerintah desa, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, dinilai tidak 
mendukung terselenggaranya pemerintahan desa sesuai visi UU Desa. Dampak dari 
persoalan ini adalah masih buruknya penyelelenggaraan pemerintahan desa terutama 
pada bidang pengelolaan keuangan desa (Sulismadi dkk, 2016; Akang, 2015; Kwan, 
Hardianto, dan Setiawan, 2013; Wulansari, 2015).
Temuan-temuan di atas tidak dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dinilai 
gagal menjalankan amanat peraturan perundang-undangan desa. Menurut Darwis, 
Kepala Badan Pemerintah Desa Kab. Malang, menilai ketidak mampuan pemerintah 
desa menjalankan kewenangan yang dimilikinya bukan dalam arti kegagalan 
pemerintah desa. Justru menurutnya pemerintah pusat dinilai sumber kegagalan 
implementasi UU Desa. Pemerintah pusat, sebelum UU Desa diimplementasikan, 
tidak melakukan gajian mendalam tentang kemampuan pemerintah desa dalam 
menjalankan amanat UU Desa. 
Darwis, kepala Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Malang, mengatakan, 
“Pemerintah Desa belum siap menjalankan UU Desa. Pemerintah pusat menghendaki 
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U No. 6 tahun 2014 tentang desa dapat impelementasikan di tahun 2015. Ketidak 
siapan pemerintah desa menjalankan UU Desa dapat dilihat dari kebingungan 
mereka dalam menjalankan UU Desa. Pemerintah desa belum memiliki petunjuk 
teknis menjalankan segala bentuk kewenangan sebagaimana yang diatur dalam 
UU desa. Pada pertengahan tahun 2015 lalu, belum ada satupun pemerintah desa 
di Kabupaten Malang mengajukan Rancangan APBDes kepada Pemerintah daerah 
kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan pemerintah desa tidak memahami bagaimana 
cara penyusunan APBDES sesuai perintah UU Desa.”
Karena itu, Darwis menganggap pemerintah pusat tidak memiliki pemahaman 
yang cukup tentang kemampuan pemerintah desa menjalankan UU Desa. Menurutnya, 
pada tahun 2015 lalu hingga sekarang ini, pemerintah desa masih dihadapkan sejumlah 
persoalan-persoalan teknis yang membingungkan mereka. Darwis mengungkapkan, 
“Pemerintah daerah kabupaten Malang menilai pemerintah pusat tidak memiliki 
pemahaman yang cukup tentang persoalan-persoalan pemerintah desa. UU Desa 
tidak terlalu banyak mengatur secara teknis bagaimana menyelesaikan persoalan-
persoalan yang dihadapi pemerintah desa. Pengaturan aset desa, misalnya, UU Desa 
tidak mengatur tentang aset-aset desa yang seperti apa menjadi hak milik desa? Kalau 
semuannya yang ada di desa bagian dari aset desa, maka apa yang perlu di atur dan 
dimiliki pemerintah daerah.”
 Kendati pemerintah kabupaten Malang menganggap implementasi UU Desa 
dinilai gagal bukan dalam arti UU Desa tidak diperlukan. Justru menurut Darwis UU 
Desa sangat dibutuhkan untuk menuju pembangunan desa yang lebih baik. Langkah 
yang perlu dikedepankan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik 
antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Selain itu mendorong pemerintah desa 
untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Darwis menjelaskan, 
“Pada saat ini pemerintah daerah Kabupaten Malang terus berupaya melakukan 
koordinasi secara langsung dengan Kemendagri. Tujuan koordinasi ini adalah 
supaya kami mendapatkan penjelasan yang jelas tentang petunjuk dan teknis 
pengaturan dan tata kelola pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Malang tidak 
mau salah mengambil keputusan tentang pemerintah desa. Pada saat ini juga 
pemerintah kabupaten Malang giat melakukan sosialisasi dan dialog langsung 
dengan pemerintah desa. Pemerintah desa juga harus mampu melakukan inovasi-
inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti memanfaatkan teknologi 
informasi sebagai sarana penyelengraan pelayanan publik.”
 Berdasarkan pemaparan dan penjelasan permasalah-permasalahan 
pemerintahan desa sebagaimana yang dijelaskan di atas, kami dapat menyimpulkan 
bahwa keberadaan UU Desa adalah sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa 
untuk menuju pembangunan desa yang lebih baik. Langkah-langkah yang perlu 
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dilakukan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 
adalah melakukan inovasi tatakelola pemerintahan melalui teknologi informasi. 
Pemerintahan berbasis teknologi informasi (e-government) adalah penyelenggaraan 
pemerintahan dilakukan melalui teknologi informasi (terutama melalui jaringan 
internet) (Streib and Willoughby, 2005). Dewandaru (2013) menjelasakan pemanfaatan 
e-government adalah bagian dari sebuah sistem teknologi informasi yang bertujuan 
untuk menyederhanakan proses bisnis terutama administrasi persuratan melalui 
pemanfaatan media internet dan surat elektronik. Karena itu, tujuan penerapan 
e-government di lingkungan pemerintahan desa adalah membantu pemerintah desa 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa terutama dalam perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan 
desa. 
Pemerintah Desa Landungsari menilai, di era otonomi desa dan mengingat 
permasalahan keterbatasan sumber daya manusia pemerintah desa, penerapan 
e-government adalah salah satu jawaban tepat untuk menyelesaikan permaslahan 
tersebut. Muffarin, Kaur umum pemerintah desa landungsari, mengatakan: 
“Seharusnya di era otonomi desa ini perlu menerapkan konsep pemerintahan berbasis 
computerized yaitu pelayanan publik dapat diaskses dimana-mana. Syaratnya tentu 
saja sarana dan prasarana yang mendukung”. 
Sebagaimana penjelasan aparatur desa di atas, penerapan e-government membutuhkan 
sarana dan prasarana yang memadai. E-government membutuhkan tiga elemen penting 
yaitu dukungan pemerintah, kemampuan SDM, dan pemahaman pemerintah dan 
masyarakat terhadap tujuan dan fungsi e-government. Ketiga elemen tersebut adalah 
kunci kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis teknologi informasi 
(e-government). Berdasarkan hasil kajian dan riset dari Harvad JFK School of Government 
bahwa ada tiga elemen penting yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh 
dalam penerapan electronic government, yaitu: Support (dukungan pemerintah), Capacity 
(kemampuan SDM pemerintah), dan Value (manfaat e government). 
Pemerintah desa landungsari telah menunjukkan komitmen (support) untuk 
mendukung e government dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (perencanaan 
pembangunan desa, tatakelola administrasi desa, dan pengelolaan keuangan desa). 
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui visi misi yang diusung pemerintah desa 
untuk pembangunan desa landungsari. Adapun visi-misi yang dimaksud adalah: Visi 
pemerintah desa landungsari yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa 
yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Landungsari yang Adil, Makmur 
dan Sejahtera.”
Visi di atas menggambarkan adanya goodwill pemerintah desa untuk mewujudkan 
tatakelola pemerintahan desa yang baik dan bersih (good village government). Visi 
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tersebut dapat diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan yang mencerminkan prinsip-
prinsip good governance, yaitu partisipasi dan transparansi. Salah satu sarana untuk 
menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi adalah teknologi informasi (e 
government). 
Komitmen-komitmen tersebut dirumuskan dan diwujudkan melalui misi 
pemerintah desa landungsari berikut ini: (1) Melakukan revitalisasi birokrasi di 
jajaran aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat, (2) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi 
serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya, (3) Meningkatkan perekonomian 
masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas luasnya dengan berbasiskan 
pada potensi asli desa, dan (4) Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk 
mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak. 
Misi poin 1 yaitu melakukan revitalisasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan 
desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan poin 2 yaitu 
menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-
bentuk penyelewengan lainnya, dapat direalisasikan melalui konsep e government. 
Revitalisasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik harus dilakukan 
melalui teknologi informasi. Pemerintah desa harus menyediakan homebase melalui 
website resmi sebagai sarana interaksi antara warga dan pemerintah dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. E government juga dapat membantu 
pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, terbebas dari korupsi serta 
bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.  
Sejak tahun 2013 lalu, pemerintah desa landungsari berupaya membuat sebuah 
website sebagai sarana penerapan e government. Website tersebut mengandung konten 
diantaranya kumpulan peraturan desa, program pembangunan desa, prosedur 
pelayanan administrasi seperti pembuatan kartu keluarga, surat domisili, dan akta 
kelahiran. Berdasarkan hasil kajian peneliti, peneliti menemukan bahwa pemerintah 
desa landungsari adalah satu-satunya pemerintah desa di Kabupaten Malang yang 
memiliki website sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan publik. 
Keberadaan website tersebut sangat membantu pemerintah desa dalam 
menjalankan fungsi pelayanan publik. Masyarakat atau warga desa landungsari 
yang membutuhkan data dan informasi pelayanan cukup melalui website resmi 
pemerintah desa landungsari. Mereka cukup membuka website desa untuk mencari 
data-data desa yang diperlukan dan dibutuhkan. Selain itu, keberadaan website juga 
membantu pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi dan publikasi informasi 
tentang pembangunan desa kepada warga desa.  
Pada tahun 2014, website tersebut semakin bermanfaat bagi penyelenggaraan 
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pemerintahan desa. Warga desa landungsari yang membutuhkan pelayanan 
pemerintah desa dapat menggunakan website untuk mengetahui segala prosedur 
dan syarat-syarat pelayanan publik. Mesri, warga desa landungsari dan pengurus 
LPMD, mengatakan: “Website pemerintah desa landungsari lumayan membatu warga 
desa. Warga desa dapat mengakses informasi pelayanan melalui website tersebut. 
Mestinya website ini harus dikembangkan menjadi lebih baik dan berkembang 
menjadi lebih baik sehingga nilai manfaatnya semakin meluas dirasakan warga desa 
yang membutuhkan pelayanan pemerintah desa”. 
Penjelasan Mesri di atas menunjukan keberadaan website sangat dibutuhkan 
untuk memperlancar proses penyelenggaraan pelayanan publik. Namun sangat 
disayangkan, website tersebut tidak lagi berfungsi dengan baik, dan tidak lagi 
dikembangkan menjadi lebih baik sesuai harapan warga seperti penjelasan Misri di 
atas. Siswono mengatakan “saat ini website kami tidak lagi berfungsi seperti tahun 
2013 dan 2014. Website tersebut tidak dapat dikembangkan karena pemerintah desa 
tidak memiliki dana yang cukup untuk mendukung pengembangan website tersebut. 
Selain persoalan dana, pemerintah desa juga tidak memiliki sumber daya manusia 
yang professional untuk mengelola website tersebut.”
Keterbatasan dana dan minimnya sumber daya manusia adalah salah satu faktor 
penghambat penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bidang pelayanan publik 
berbasis e government. Pada dasarnya, menurut hemat peneliti dan berdasarkan 
temuan lapangan, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui kerjasama dengan 
perguruan tinggi dan pemerintah desa dapat memaksimalkan dana desa sebagai 
biaya operasional website.
Dalam proses pengumpulan data melalui FGD, Tim peneliti menawarkan kepada 
pemerintah desa untuk mengembangkan konsep e government melalui kerjasama 
dengan universitas dan memaksimalkan dana desa. Tawaran Tim peneliti tersebut 
diterima secara baik oleh pemerintah desa landungsari. Melalui FGD tersebut, 
Tim peneliti dan pemerintah desa menyepakati kerjasama antara pemerintah desa 
landungsari dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan menyepakati 
program kegiatan pengembangan website  dianggarkan ke dalam APBDes tahun 
anggaran 2017 melalui Dana Desa (DD) serta didukung oleh anggaran tim peneliti 
melalui anggaran biaya bahan habis pakai. 
Hasil kesepakatan melalui FGD tersebut dijadikan sebagai landasan kebijakan untuk 
pengembangan konsep e government di pemerintahan desa landungsari. Tim peneliti dan 
pemerintah desa landungsari mendesain website resmi lebih menarik dari sebelumnya. 
Webiste ini dikoneksikan lintas unit-unit pemerintah kabupaten Malang dan lembaga 
pemerintah pusat yang terkait dengan urusan pemerintahan desa. 
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Menurut pemerintah desa landungsari, langkah-langkah selanjutnya yang perlu 
dilakukan untuk pengembangan konsep e government di pemerintah desa landungsari 
adalah pelatihan yang berkelanjutan bagi perangkat desa sehingga mereka mampu 
memahami basis elektronik dalam pelayanan masyarakat, dan membudayakan 
pemerintah dan warga desa untuk menggunakan komputer internet. 
Berdasarkan identifikasi dan pemetaan masalah di atas, peneliti dapat 
menyimpulkan model pengembangan penyelenggaran pemerintahan desa berbasis 
E Government sebagai berikut.
Gambar 1. Model Penyelenggaran Pemerintahan Desa berbasis E Government
Model di atas bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa 
yang efektif, efesien, transparan, dan partisipatif sesuai amanat undang-undang desa. 
Elemen penting dari model tersebut adalah penerapan e government sebagai sarana 
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pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka secara elektronik 
dan sebagai sarana pemerintah desa dalam berintraksi secara tidak langsung dengan 
masyarakat desa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. 
Berkaitan dengan manfaat e government dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah/desa, Holle (2011, hal. 28) mengatakan, “e services  memiliki  beberapa 
manfaat langsung lainnya antara lain sebagai berikut: a)  Meningkatkan  efisiensi 
dan  efektivitas kerja dari pemerintah. b)  Mempercepat  proses  pemberian  layanan 
kepada masyarakat. c)  Informasi  yang  diberikan  akan  lebih lengkap,  cepat  dan 
akurat  dengan  biaya yang  lebih  efisien    dalam  pengeloloaan data dan pencarian 
informasi. d)  Secara  umum  dapat  mendukung terciptanya good governance e)  Dapat 
meningkatkan  daya  tarik  bagi investor dan dunia usaha untuk masuk ke wilayah 
pemerintah. f)  Mempercepat  proses  penyampaian pelaporan  ketika  dibutuhkan 
oleh  para pengambil kebijakan. g)  Meningkatkan  interaksi  dengan  dunia usaha. 
h)  Memberdayakan  masyarakat  melalui distribusi informasi dan transparansi serta 
dalam pengambilan keputusan. i) Tersedianya database kabupaten/kota yang up to 
date. 
B. Desain E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penerapan kebijakan otonomi desa melalui undang-undang desa adalah salah 
satu kesempatan bagi pemerintah desa untuk membangun desa yang berdaya saing 
dalam segala aspek. Kesempatan tersebut direspon positif oleh pemerintah desa di 
Indonesia, termasuk pemerintah desa landungsari. Pemerintah desa landungsari 
berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik. Sayangnya, upaya-
upaya pemerintah desa tersebut dinilai belum maksimal karena disebabkan oleh 
keterbatasan SDM pemerintah desa baik secara kualitas maupun kuantitas. 
Berdasarkan hasil kajian tim peneliti, keterbatasan pemerintah desa dalam 
menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa di atas dapat diatas melalui 
penerapan konsep e government, dimana peneyelenggaraan pemerintah desa berbasis 
pada sistem informasi dan teknologi internet. Hasil kajian tersebut sejalan dengan hasil 
kajian yang dilakukan oleh Dewandaru (2013). Hasil penelitian Dewandaru (2013, hal. 
238)  menunjukkan, “sebagai bagian dari e-government, pemanfaatan aplikasi e-office 
bukti sangat membantu dalam mempercepat proses bisnis perkantoran. E-office 
memberikan implikasi terhadap; (a)  Kecepatan transfer dokumen perkantoran 
antar unit, (b)Penghematan terhadap pemakaian ATK di Pusjatan, (c) Mereduksi 
kebutuhan tenaga kerja terkait distribusi dokumen perkantoran, (d) Kecepatan dalam 
pengambilan keputusan oleh pimpinan.”
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Wiratmaja (2006) juga melakukan kajian tentang pemanfaatan portal website 
sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hasil kajiannya tersebut, 
Wiratmaja (2006, hal.1) menunjukkan, “bahwa proses pengembangan portal 
e-government merupakan satu kesatuan kerja berupa pengembangan konsep, sarana 
pendukung, pemahaman proses-proses pemerintahan yang ada, dan pengembangan 
arsitektur terpadu informasi dan layanan yang berlandaskan terciptanya tujuan akhir 
tata kepemerintahan yang transparan dan akuntabilitasnya terjaga.” Menurutnya, 
implementasi sistem yang dilakukan memperlihatkan bahwa model pengembangan 
dengan berbagai aplikasi open sourcedapat memberikan hasil ideal bila kerangka 
kerja yang diperlukan telah dipahamisehingga berbagai proses transformasi informasi 
dan layanan pemerintahan dapat dijalankan dengan baik.
Hasil penelitian Aprilia, Wijaya, dan Suryadi (2014, hal. 135) tentang efektifitas 
website Pemerintah Kabupaten  Jombang menunjukkan bahwa website  Pemerintah 
Kabupaten  Jombang telah  efektif  sebagai  media  penyampaian informasi,  namun 
sebagai  media  layanan elektronik  (e-service)  belum  efektif,  dengan faktor 
pendukung:  makin  berkem-  bangnya teknologi  informasi  sehingga  semakin  mudah 
internet  diakses,  makin  banyak  masyarakat  yang aktif  dengan  tingkat  pendidikan 
yang  lebih  baik. Abbas, Kom, dan Panji Novantara (2016), dalam hasil penelitian 
mereka di kabupaten Lamongan, juga menunjukkan bahwa program e-government 
website dan blog dapat meningkatkan citra positif pemerintah kabupaten Lamongan. 
Strategi pelaksanaan e-government website dan blog dilakukan terencana sehingga 
pemerintah kabupaten Lamongan mendapatkan hasil yang baik yaitu berupa 
peningkatan citra positif. berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, diperoleh 
hasil bahwa pada strategi pelaksanaan program e-government, KPDE dan Humas 
menerapkan proses public relations. 
Pemerintah desa landungsari telah melakukan upaya-upaya untuk menerapkan 
e government, yaitu dengan dibuatkannya sebuah blog informasi pemerintahan 
desa. Namun, blog tersebut dinilai belum mampu mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan desa secara efektif dan efesien. Karena itu, tim peneliti berupaya 
mendesain sebuah website yang dapat mendukung terselenggaranya pemerintahan 
desa yang efektif, efensien, transparan, dan partisipatif sesuai peraturan perundang-
undangan. Menurut Sosiawan (2016, hal. 120) pembuatan situs web pemerintah 
daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-government di Indonesia 
dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses 
kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam 
pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet.
Desain website harus dapat mencerminkan tujuan penerapan e government 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Edmiston (2003). Edmiston (2003) mengatakan 
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e government memiliki potensi besar dalam mendukung terwujudnya tatakelola 
pemerintahan desa yang efesien, transparan, dan partisipatif.  Karena itu,  tim 
mendesain website pemerintahan desa landungsari yang memuat kontent yang 
berkaitan langsung dengan manajemen pemerintahan desa yaitu data pembangunan 
desa, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban 
pemerintah desa, dan bentuk-bentuk pelayanan publik. Menurut Dewandaru (2013) 
sebelum melakukan pembangunan aplikasi, langkah awal yang disusun adalah 
membuat rancangan sistem  e-office. Tahapan penyusunan rancangan e-office adalah 
sebagai berikut; a. Penyusunan analisa kebutuhan pengguna, b. Penyusunan analisa 
kebutuhan minimum sistem (Minimum Requirement), c. Penyusunan konsep basis 
data, d. pembuatan arsitektur aplikasi. 
Menurut Sosiawan (2016, hal. 120) berdasarkan sifat transaksi informasi dan 
pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi, 
pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu : 
Tingkat 1 – Persiapan: 
•   Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada 
setiap lembaga. 
•   Sosialisasi situs web untuk internal dan publik. 
Tingkat 2 – Pematangan:
•  Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif. 
•  Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain. 
Tingkat 3 – Pemantapan: 
•  Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik. 
•  Pembuataninteroperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. 
Tingkat 4 – Pemanfaatan:
•	 Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government(G2G), 
Government to Business (G2B), Government to Consumers(G2C).
Menurut Sosiawan (2016) mengacu pada pentahapan e-government yang 
diterapkan di Selandia Baru digambarkan memiliki empat tahapa/fase yaitu :  Fase 
pertama, fase penampilan website(web presence). Dalam fase ini, informasi dasar 
yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah. Fase kedua, 
interaksi. Dalam fase ini, informasi yang  ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas 
download dan komunikasi e-mail dalam website pemerintah. Fase ketiga, transaksi. 
Aplikasi/formulir untuk transaksi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara 
online mulai diterapkan
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Mengacu pada penjelasan di atas, desain content website Pemerintahan Desa 
Landungsari diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini: 
Tabel 1. Desain Content Website Pemerintahan Desa Landungsari
Menu Content
Profil Desa •	 Sejarah Desa
•	 Batas Wilayah
•	 Jumlah Penduduk
•	 Lembaga Kemasyarakatan Desa
•	 Struktur Pemerintahan Desa 
Pembangunan dan Penganggaran Desa •	 Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RPJMDes)
•	 Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes)
•	 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
•	 Anggaran Dana Desa
Pelayanan Publik •	 Pembuatan Kartu Keluarga
•	 Pembuatan Akta Kelahiran
•	 Pembuatan Surat Domisili
•	 Pembuatan Surat Keterangan Kematian
Dialog dan Aspirasi Pengusulan Program Kegiatan Per Wilayah Dusun
Laporan Pertanggungjawaban •	 Laporan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa
•	 Laporan Realisasi APBDes Triwulan dan Tahunan
•	 Laporan Pengunaan Dana Desa
Produk Hukum (Kebijakan) •	 Peraturan Desa
•	 Peraturan Kepala Desa
•	 Keputusan Kepala Desa
Kontak •	 Alamat Kantor Desa
•	 Alamat Email
Link •	 Website Pemerintah Kabupaten Malang
•	 Website kementerian dalam negeri
•	 Website kementerian desa tertinggal
•	 Sistem informasi pemerintah desa (Simdes)
Desain website di atas di arahkan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan 
pemerintah desa yang berdasarkan asas-asas sebagai berikut: kepastian hukum, tertib 
penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 
profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan 
partisipatif (UU No.6/2014, pasal 24). Namun disadari, implementasi e government 
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dihadapkan oleh banyak tantangan-tantangan. Setiawati dan Mudi (2013) dalam hasil 
penelitian mereka di Kota Tegal menemukan permasalahan dan tantangan yang harus 
dihadapi, berbagai permasalahan dan tantangan tersebut antara lain: kultur  berbagi 
belum  ada.  Kultur  berbagi  (sharring)  informasi  dan mempermudah urusan belum 
merasuk di Indonesia, kultur mendokumentasikan belum lazim, langkanya SDM yang 
handal, infrastruktur yang belum memadai dan mahal, dan tempat akses yang terbatas. 
Meskipun terdapat permasalahan dan tantangan, di era globalisasi dan demokratisasi, 
implementasi e government adalah kewajiban pemerintah untuk menerapkannya. Karena 
itu, pemerintah harus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan 
harus melalui tantangan-tantangan yang ada hingga e government dapat dilaksanakan 
secara baik dan benar. Sosiawan (2015) mendiskusikan langkah-langkah dalam mengurai 
permasalahan dan tantangan dalam penerapan e government. Langkah-langkah tersebut 
di antaranya (Sosiawan, 2015, hal. 107):
1. Untuk hambatan SDM maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan 
SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegarsi. 
Secara apragmatis hendaknya pelatihan tersebut bersifat “inhouse”di 
tingkat penyelenggara pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan 
literacy  yang menyeluruh dikalangan pegawai pemerintah daerah. Inhouse 
trainingtersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain 
daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tingi yang ada.
2. Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana; maka diperlukan suatu 
solusi dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta 
khususnya provider ITC dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya 
menguntungkan ke dua belah pihak. Sebagai contoh misalnya MOU yang 
dibuat oleh pemerintah dengan pihak Microsoft yang menuangkan kebijakan 
bahwa akan dilakukan pemutihan bagi aplikasi softwareyang “bukan resmi” 
yang digunakan lembaga pemerintah adalah merupakan terobosan dalam 
mengatasi infrastruktur yang mahal.
3. Untuk mengatasi belum meratanya literacy masyarakat tentang penggunaan 
e-gov maka diperlukan strategi sosialisasi kepada masyarakat. 
 Berdasarkan elaborasi di atas, e government merupakan salah satu jawaban 
tepat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan 
efesien sebagaimana tujuan undang-undang desa. Desain e government diarahkan 
pada sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis website, yang mana didalamnya 
mengandung content data-data yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintah 
desa seperti profil desa, pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, pelayanan 
publik, dan produk hukum pemerintah desa. Dalam konteks ini, masyarakat dapat 
mengakses data-data tersebut tanpa dibatasi waktu dan ruang. Kendati demikian, 
penerapan konsep e government dihadapkan dengan berbagai tantangan dan 
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permasalahan diantaranya keterbatasan SDM dan sarana/parasarana. Dengan 
visi keterbukaan pemerintahan (open government), pemerintah dapat mengatasi 
tantangan dan permasalahan tersebut melalui kerjasama dengan berbagai pihak 
seperti universitas (Sulismadi dkk, 2016).
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BAGIAN II
SISTEM PENGGUNAAN WEBSITE
A. User Guide Website Pelayananan Online
Tampilan Awal Website
1. Login Admin Website
Halaman admin adalah halaman untuk mengelola segala sesuatu terkait isi 
website. Untuk masuk pada halaman admin website dapat diakses melalui:
http://pemdeslandungsari.com/wp-admin
Setelah diakses maka akan tampil halaman seperti dibawah
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Untuk login dapat menggunakan akun:
- Username : admin
- Password : adminwebpemdes2017
Setelah berhasil login maka akan tampil halaman seperti dibawah ini
Sampai disini kita telah berada pada halaman admin web yang dimaksud.
2. Mengupdate Halaman
Pada sisi kiri halaman admin, pilih Pages -> All Pages seperti pada gambar 
dibawah:
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Maka akan tampil list halaman yang ada di Web seperti dibawah ini
Beri tanda centang pada halaman yang di perbaharui, kemudian klik Edit
Akan tampil seperti dibawah:
Lakukan perubahan yang anda inginkan kemudian klik Update.
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3. Membuat Posting
Untuk membuat postingan baru, pada sebelah kiri halaman admin, pilih Posts -> 
Add New seperti pada gambar dibawah
Maka akan tampil halaman seperti dibawah:
Masukkan judul posting dan isinya. Kemudian pada sebalah kanan halaman, 
pada kolom Categories, centang salah satu kategori dimana postingan tersebut 
terkait. 
Tambahkan Tags/Kata Kunci yang terkait dengan postingan tersebut dan 
pisahkan dengan tanda koma antar tag dan klik Add untuk menambah tag.
 Bila ingin menambahkan gambar pada postingan, klik Set featured image pada 
kolom Featured Images yang berada pada bawah kolom Tags. Ikuti perintahnya 
untuk upload gambar. Setelah upload gambar berhasil, pada kolom Size, pilih 
ukuran Full size, kemudian klik Insert into post. 
Bila sudah maka akan tampil seperti pada gambar dibawah:
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Setelah semuanya sudah, kategori, tag dan gambar, klik Publish.
Maka postingan kita telah tampil pada halaman utama web kita seperti pada 
gambar dibawah
4. Kelola Widget
Widget adalah fitur yang berada pada  bawah halaman website kita. 
a.  Social Media
Kita dapat mengedit link facebook yang ada pada sebelah kanan halaman 
utama web kita. Caranya masuk pada halaman admin. 
Pilih Appreance -> Menus. Setelah masuk pada halaman Menus, pada kolom 
Select a menu to edit pilih Social kemudian klik Select, seperti pada gambar 
dibawah:
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Akan tampil seperti dibawah:
Kemudian klik Custom Link. Pada kolom URL masukan link facebook anda. 
Lakukan hal yang sama untuk Social Media yang lain yang tersedia di halamn 
tersebut. 
Kemudian klik Save Menu. Seperti pada gambar dibawah:
Link Social Media sudah ter-link saat pengunjung website klik pada icon 
Social Media yang ada dibawah halaman Website.
b.  Hubungi Kami
Kolom Hubungi Kami terdapat pada bagian footer website. Untuk mengedit-
nya, anda dapat masuk pada halaman Appearance -> Widgets. 
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Pada halaman Widgets, pilih Footer 2, kemudian update kolom Enter you 
address, Enter your phone number and Enter your email address. Kemudian 
klik Save.
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B. User Guide Admin Website  Pelayananan Online
Tampilan Panel Admin
5. Login Admin Website
Halaman admin adalah halaman untuk mengelola segala sesuatu terkait data yang 
telah diinputkan oleh masyarakat. Untuk masuk pada halaman admin website 
dapat diakses melalui: http://pelayanan-publik.pemdeslandungsari.com/admin
Setelah diakses maka akan tampil halaman seperti dibawah ini: 
Untuk login dapat menggunakan akun:
- Username : admin
- Password : admin********pemdes17
Setelah berhasil login maka akan tampil halaman seperti dibawah ini
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Sampai disini kita telah berada pada halaman admin web yang dimaksud.
6. Melihat List Data Pengajuan KTP
Pad sisi kiri halaman admin, pilih menu Pengajuan KTP maka akan muncul 
tampilan sub-menu seperti gambar dibawah ini
Dalam Pengajuan KTP  terdapat sub-menu (Formulir Diterima, Berkas Diterima, 
Berkas Diverifikasi, Selesai, Dibatalkan).
2.1 Menampilkan Pengajuan KTP yang status berkasnya “Formulir Diterima”
- Klik pada sub-menu Formulir Diterima, maka akan menampilkan data 
Pengajuan KTP yang status berkasnya “Formulir DIterima”
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2.2 Menampilkan Pengajuan KTP yang status berkasnya “Berkas Diterima”
- Klik pada sub-menu Berkas Diterima, maka akan menampilkan data 
Pengajuan KTP yang status berkasnya “Berkas Diterima”
2.3 Menampilkan Pengajuan KTP yang status berkasnya “Berkas Diverifikasi”
- Klik pada sub-menu Berkas Diverifikasi, maka akan menampilkan data 
Pengajuan KTP yang status berkasnya “Berkas Diverifikasi”
2.4 Menampilkan Pengajuan KTP yang status berkasnya “Selesai”
- Klik pada sub-menu Selesai, maka akan menampilkan data Pengajuan 
KTP yang status berkasnya “Selesai”
2.5 Menampilkan Pengajuan KTP yang status berkasnya “Dibatalkan”
- Klik pada sub-menu Dibatalkan, maka akan menampilkan data Pengajuan 
KTP yang status berkasnya “Dibatalkan”
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2.6 Menampilkan Pengajuan KTP yang status berkasnya “Dibatalkan”
- klik pada sub-menu Dibatalkan, maka akan menampilkan data Pengajuan 
KTP yang status berkasnya “Dibatalkan”
7. Melakukan View Detail pada Data Pengajuan KTP
- Klik pada icon mata di kolom action
Setelah di klik akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini
Gambar di atas merupakan tampilan detail dari data pengajuan ktp seseorang.
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8. Melakukan Upadate Status Berkas Pengajuan KTP
- Klik Status di kolom action, maka akan muncul pilihan seperti gambar berikut
- Klik Formulir Diterima bila ingin merubah Status Berkas menjadi Formulir 
Diterima.
Klik Berkas Diterima bila ingin merubah Status Berkas menjadi Berkas 
Diterima.
Klik Berkas Diverifikasi Diterima bila ingin merubah Status Berkas menjadi 
Berkas Diverifikasi.
Klik Dibatalkan bila ingin merubah Status Berkas menjadi Dibatalkan.
9. Melakukan Edit Data pada Pengajuan KTP
- Klik icon pensil pada kolom action
 
 Setelah di klik maka akan tampil halaman seperti berikut
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- Perbaharui data yang ingin di perbaharui. Ketika sudah selesai klik 
tombol Submit seperti pada gambar berikut. Ketika tidak jadi melakukan 
pembaharuan data klik Cancel .
10. Melakukan Delete(hapus) pada Pengajuan KTP
- Klik pada icon tempat sampah seperti pada gambar berikut
 
Setelah diklik maka data pada baris tersebut akan terhapus.
11. Melihat List Data Pengajuan KK
Pada sisi kiri halaman admin, pilih menu Pengajuan KK maka akan muncul 
tampilan sub-menu seperti gambar dibawah ini
Dalam Pengajuan KK  terdapat sub-menu (Formulir Diterima, Berkas Diterima, 
Berkas Diverifikasi, Selesai, Dibatalkan).
7.1 Menampilkan Pengajuan KK yang status berkasnya “Formulir Diterima”
- Klik pada sub-menu Formulir Diterima, maka akan menampilkan data 
Pengajuan KK yang status berkasnya “Formulir DIterima”
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1.2 Menampilkan Pengajuan KK yang status berkasnya “Berkas Diterima”
- Klik pada sub-menu Berkas Diterima, maka akan menampilkan data 
Pengajuan KK yang status berkasnya “Berkas Diterima”
1.3 Menampilkan Pengajuan KK yang status berkasnya “Berkas Diverifikasi” 
- Klik pada sub-menu Berkas Diverifikasi, maka akan menampilkan data 
Pengajuan KK yang status berkasnya “Berkas Diverifikasi”
1.4 Menampilkan Pengajuan KK yang status berkasnya “Selesai”
- Klik pada sub-menu Formulir Diterima, maka akan menampilkan data 
Pengajuan KK yang status berkasnya “Selesai”
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1.5 Menampilkan Pengajuan KK yang status berkasnya “Dibatalkan”
- Klik pada sub-menu Formulir Diterima, maka akan menampilkan data 
Pengajuan KK yang status berkasnya “Dibatalkan”
12. Melakukan View Detail pada Data Pengajuan KK
- Klik pada icon mata di kolom action
Setelah di klik akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini
Gambar di atas merupakan tampilan detail dari data pengajuan KK seseorang.
13. Melakukan Upadate Status Berkas Pengajuan KK
- Klik Status di kolom action, maka akan muncul pilihan seperti gambar berikut
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- Klik Formulir Diterima bila ingin merubah Status Berkas menjadi Formulir 
Diterima.
 Klik Berkas Diterima bila ingin merubah Status Berkas menjadi Berkas Diterima.
 Klik Berkas Diverifikasi Diterima bila ingin merubah Status Berkas menjadi 
Berkas Diverifikasi.
 Klik Dibatalkan bila ingin merubah Status Berkas menjadi Dibatalkan.
14. Melakukan Edit Data pada Pengajuan KK
- Klik icon pensil pada kolom action
Setelah di klik maka akan tampil halaman seperti berikut
- Perbaharui data yang ingin di perbaharui. Ketika sudah selesai klik 
tombol Submit seperti pada gambar berikut. Ketika tidak jadi melakukan 
pembaharuan data klik Cancel .
 
15. Melakukan Delete (hapus) pada Pengajuan KK
- Klik pada icon tempat sampah seperti pada gambar berikut
Setelah diklik maka data pada baris tersebut akan terhapus.
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16. Melihat List Data Pengajuan IMB
Pada sisi kiri halaman admin, pilih menu Pengajuan IMB maka akan muncul 
tampilan sub-menu seperti gambar dibawah ini
Dalam Pengajuan IMB  terdapat sub-menu (Formulir Diterima, Berkas Diterima, 
Berkas Diverifikasi, Selesai, Dibatalkan).
2.7 Menampilkan Pengajuan IMB yang status berkasnya “Formulir Diterima”
- Klik pada sub-menu Formulir Diterima, maka akan menampilkan data 
Pengajuan IMB yang status berkasnya “Formulir Diterima”
2.8 Menampilkan Pengajuan IMB yang status berkasnya “Berkas Diterima”
- Klik pada sub-menu Berkas Diterima, maka akan menampilkan data 
Pengajuan IMB yang status berkasnya “Berkas Diterima”
30 SISTEM PENGGUNAAN WEBSITE
2.9 Menampilkan Pengajuan IMB yang status berkasnya “Berkas Diverifikasi”
- Klik pada sub-menu Berkas Diverifikasi, maka akan menampilkan data 
Pengajuan IMB yang status berkasnya “Berkas Diverifikasi”
2.10 Menampilkan Pengajuan IMB yang status berkasnya “Selesai”
- Klik pada sub-menu Selesai, maka akan menampilkan data Pengajuan 
IMB yang status berkasnya “Selesai”
2.11 Menampilkan Pengajuan IMB yang status berkasnya “Dibatalkan”
- Klik pada sub-menu Dibatalkan, maka akan menampilkan data Pengajuan 
IMB yang status berkasnya “Dibatalkan”
17. Melakukan View Detail pada Data Pengajuan IMB
 - Klik pada icon mata di kolom action
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Setelah di klik akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini
Gambar di atas merupakan tampilan detail dari data pengajuan IMB seseorang.
18. Melakukan Upadate Status Berkas Pengajuan IMB
- Klik Status di kolom action, maka akan muncul pilihan seperti gambar berikut
- Klik Formulir Diterima bila ingin merubah Status Berkas menjadi Formulir 
Diterima.
 Klik Berkas Diterima bila ingin merubah Status Berkas menjadi Berkas 
Diterima.
 Klik Berkas Diverifikasi Diterima bila ingin merubah Status Berkas menjadi 
Berkas Diverifikasi.
 Klik Dibatalkan bila ingin merubah Status Berkas menjadi Dibatalkan.
19. Melakukan Edit Data pada Pengajuan IMB
- Klik icon pensil pada kolom action
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 Setelah di klik maka akan tampil halaman seperti berikut
- Perbaharui data yang ingin di perbaharui. Ketika sudah selesai klik 
tombol Submit seperti pada gambar berikut. Ketika tidak jadi melakukan 
pembaharuan data klik Cancel .
20. Melakukan Delete (hapus) pada Pengajuan IMB
- Klik pada icon tempat sampah seperti pada gambar berikut
 
Setelah diklik maka data pada baris tersebut akan terhapus.
21. Melihat List Data Pengajuan HO
Pada sisi kiri halaman admin, pilih menu Pengajuan HO maka akan muncul 
tampilan sub-menu seperti gambar dibawah ini
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Dalam Pengajuan HO  terdapat sub-menu (Formulir Diterima, Berkas Diterima, 
Berkas Diverifikasi, Selesai, Dibatalkan).
2.12 Menampilkan Pengajuan HO yang status berkasnya “Formulir Diterima”
- Klik pada sub-menu Formulir Diterima, maka akan menampilkan data 
Pengajuan HO yang status berkasnya “Formulir DIterima”
2.13 Menampilkan Pengajuan HO yang status berkasnya “Berkas Diterima”
- Klik pada sub-menu Berkas Diterima, maka akan menampilkan data 
Pengajuan HO yang status berkasnya “Berkas Diterima”
2.14 Menampilkan Pengajuan HO yang status berkasnya “Berkas Diverifikasi”
- Klik pada sub-menu Berkas Diverifikasi, maka akan menampilkan data 
Pengajuan HO yang status berkasnya “Berkas Diverifikasi”
34 SISTEM PENGGUNAAN WEBSITE
2.15 Menampilkan Pengajuan HO yang status berkasnya “Selesai”
- Klik pada sub-menu Selesai, maka akan menampilkan data Pengajuan 
HO yang status berkasnya “Selesai”
2.16 Menampilkan Pengajuan HO yang status berkasnya “Dibatalkan”
- Klik pada sub-menu Dibatalkan, maka akan menampilkan data Pengajuan 
HO yang status berkasnya “Dibatalkan”
22. Melakukan View Detail pada Data Pengajuan HO
- Klik pada icon mata di kolom action
 Setelah di klik akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini
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Gambar di atas merupakan tampilan detail dari data pengajuan ktp seseorang.
23. Melakukan Upadate Status Berkas Pengajuan HO
- Klik Status di kolom action, maka akan muncul pilihan seperti gambar berikut
- Klik Formulir Diterima bila ingin merubah Status Berkas menjadi Formulir 
Diterima.
 Klik Berkas Diterima bila ingin merubah Status Berkas menjadi Berkas 
Diterima.
 Klik Berkas Diverifikasi Diterima bila ingin merubah Status Berkas menjadi 
Berkas Diverifikasi.
 Klik Dibatalkan bila ingin merubah Status Berkas menjadi Dibatalkan.
24. Melakukan Edit Data pada Pengajuan HO
- Klik icon pensil pada kolom action
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 Setelah di klik maka akan tampil halaman seperti berikut
- Perbaharui data yang ingin di perbaharui. Ketika sudah selesai klik 
tombol Submit seperti pada gambar berikut. Ketika tidak jadi melakukan 
pembaharuan data klik Cancel .
25. Melakukan Delete (hapus) pada Pengajuan HO
- Klik pada icon tempat sampah seperti pada gambar berikut
Setelah diklik maka data pada baris tersebut akan terhapus.
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C. User Guide Penggunaan Website  Pelayananan Online
Untuk mengakses Sistem Pelayanan Publik Pemerintah Desa Landungsari Dapat 
melalui http://pelayanan-publik.pemdeslandungsari.com. 
Berikut halaman utama Sistem Pelayanan Publik Pemerintah Desa Landungsari
1. Menu
Menu digunakan untuk berpindah halaman yang tersedia dimenu. Berikut 
tampilan Menu
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Menu terdiri dari:
1. Home
2.  Profile 
2.1  Sejarah Desa
2.2  Peta Desa
2.3  Visi & Misi
2.4  Perangkat Desa
2.5  Tupoksi
2.6  Monografi Desa
2.7  Badan/Lembaga
3.  Pembangunan Desa
4.  Pendidikan
5.  Kesehatan
6.  Fasilitas Umum
7.  Produk Hukum
Untuk mengakses Home 
Klik Home
Untuk mengakses Sejarah Desa
Klik Profile -> Sejarah Desa
Untuk Mengakses Peta Desa
Klik Profile -> Peta Desa
Untuk Mengakses Visi & Misi
Klik Profile -> Visi & Misi
Untuk Mengakses Perangkat Desa
Klik Profile -> Perangkat Desa
Untuk Mengakses Tupoksi
Klik Profile -> Tupoksi
Untuk Mengakses Monografi Desa
Klik Profile -> Monografi Desa
Untuk Mengakses Badan/Lembaga
Klik Profile -> Badan/Lembaga
Untuk Mengakes Pembangunan Desa
 Klik Pembangunan Desa
Untuk mengakses Pendidikan
 Klik Pendidikan
Untuk mengakses Kesehatan
 Klik Kesehatan
Untuk Mengakses Fasilitas Umum
 Klik Fasilitas Umum
Untuk Mengakses Produk Hukum
 Klik Produk Hukum
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2. Navigasi
Fitur navigasi digunakan untuk navigasi antara Pelayanan Online dan Cek 
Status Registrasi. Berikut tampilan navigasi
Untuk berpindah ke halaman Pelayanan Online
Klik Layanan Online
Untuk berpindah ke Cek Status Registrasi 
Klik Cek Status Registrasi
3. Pelayanan Online
Halaman Pelayanan Online adalah halaman untuk memberikan pelayanan kepada 
user. Adapun pelayanan yang tersedia adalah pengurusan atau pembuatan HO 
Recom, IMB, KK, KTP. Untuk masuk pada halaman Pelayanan Online website 
dapat diakses melalui: http://pelayanan-publik.pemdeslandungsari.com
Atau klik Layanan Online pada Navigasi
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Setelah diakses maka akan tampil halaman seperti dibawah ini.
Untuk akses Pelayanan Online cukup tekan tombol Pelayanan Online maka page 
akan scroll down menuju menu Pelayanan Online.
3.1 HO Recom
HO Recom adalah salah satu layanan yang disediakan Website Sistem 
Pelayanan Publik. Untuk memilih HO Recom  klik Pilih Pelayanan pada Menu 
Jenis Pelayanan. Setelah klik Pilih Pelayanan maka akan muncul menu dropdown 
seperti ini
Setelah itu klik HO Recom untuk menampilkan form HO Recom. Berikut adalah 
form HO Recom.
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Isi form yang terdiri dari:
1. Nama Lengkap
2.  Tempat Lahir
3.  Tanggal Lahir
4.  Agama
5.  Pekerjaan
6.  Alamat Rumah
7.  Telefon/Fax
8.  Jenis Kelamin
9.  Status Kawin
10.  Nama Perusahaan
11.  Alamat Perusahaan
12.  Telefon Perusahaan
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13. Jenis Permohonan
14.  Jenis Usaha
15.  Lokasi Usaha
16.  Luas Tanah
17.  Luas Usaha
18.  Status Tanah
Setelah mengisi form selanjutnya mengisi Captcha untuk mengecek spam. Setelah 
itu klik tombol Submit.
Apabila data berhasil disimpan maka akan menampilkan Nomor Registrasi dan 
juga link Download surat-surat persyaratan lain seperti berikut
Untuk mengunduh Syarat Izin (HO)
 Klik Unduh Syarat Izin (HO)
Untuk mengunduh Surat Pernyataan Para Tetangga
 Klik Unduh Surat Pernyataan Para Tetangga
Untuk mengunduh Surat Izin Tempat Usaha
 Klik Unduh Surat Izin Tempat Usaha
Untuk mengunduh Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan 
 Klik Unduh Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan
Untuk mengunduh Surat Pencegahan Gangguan dan Pencemaran Lingkungan 
 Klik Unduh Surat Pencegahan Gangguan dan Pencemaran Lingkungan
Untuk mengunduh Surat Kuasa 
 Klik Unduh Surat Kuasa
Untuk mengunduh Denah Lokasi Tempat Usaha 
 Klik Unduh Denah Lokasi Tempat Usaha
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
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Apabila data tidak berhasil disimpan maka akan menampilkan tampilan seperti 
berikut
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
Apabila Captcha salah akan menampilkan
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
Apabila Captcha tidak di klik akan menampilkan
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
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3.2 IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
IMB adalah salah satu layanan yang disediakan Website Sistem Pelayanan 
Publik. Untuk memilih IMB  klik Pilih Pelayanan pada Menu Jenis Pelayanan. 
Setelah klik Pilih Pelayanan maka akan muncul menu dropdown seperti ini
Setelah itu klik IMB untuk menampilkan form IMB. Berikut adalah form IMB: 
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Selanjutnya isi form yang terdiri dari
1.  Nama Lengkap
2.  Tempat Lahir
3.  Tanggal Lahir
4.  Agama
5.  Pekerjaan
6.  Alamat Rumah
7.  Telefon/Fax
8.  Jenis Kelamin
9.  Status Kawin
10.  Nama Perusahaan
11.  Alamat Perusahaan
12.  Jenis Permohonan
13.  Lokasi Bangunan
14.  Luas Bangunan
15.  Fungsi Bangunan
16.  Status Tanah
17.  Batas Utara
18.  Batas Timur
19.  Batas Selatan
Setelah mengisi form selanjutnya mengisi Captcha untuk mengecek spam. Setelah 
itu klik tombol Submit.
Apabila data berhasil disimpan maka akan menampilkan Nomor Registrasi dan 
juga link Download surat-surat persyaratan lain seperti berikut
Untuk mengunduh Syarat Izin IMB
 Klik Unduh Syarat Izin IMB
Untuk mengunduh Surat Pernyataan Para Tetangga
 Klik Unduh Surat Pernyataan Para Tetangga
Untuk mengunduh Surat Kuasa
 Klik Unduh Surat Kuasa
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Untuk mengunduh Denah Lokasi Bangunan 
 Klik Unduh Denah Lokasi Bangunan
Untuk kembali ke halaman sebelumnya 
 Klik tombol Kembali
Apabila data tidak berhasil disimpan maka akan menampilkan tampilan seperti ini
Untuk kembali ke halaman sebelumnya 
 Klik tombol Kembali
Apabila Captcha salah akan menampilkan
Untuk kembali ke halaman sebelumnya 
 Klik tombol Kembali
Apabila Captcha tidak di klik akan menampilkan
Untuk kembali ke halaman sebelumnya 
 Klik tombol Kembali
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3.3 KK (Kartu Keluarga)
KK (Kartu Keluarga) adalah salah satu layanan yang disediakan Website 
Sistem Pelayanan Publik. Untuk memilih Kartu Keluarga klik Pilih Pelayanan 
pada Menu Jenis Pelayanan. Setelah klik Pilih Pelayanan maka akan muncul 
menu dropdown seperti ini
Setelah itu klik Kartu Keluarga untuk menampilkan form Kartu Keluarga. 
Berikut adalah form Kartu Keluarga
Dalam Kartu Keluarga terdapat dua form yaitu form header dan form detail anggota 
keluarga. Form header akan muncul pertama kali. Saat form header belum diisi 
tombol Submit akan disable. Selanjutnya isi form header yang terdiri dari
1.  Jenis Permohonan
2.  Nama Lengkap
3.  Alamat
4.  Kode Pos
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5.  RT
6.  RW
7.  Jumlah Anggota Keluarga
Setelah mengisi form header, form detail akan muncul setelah jumlah anggota 
keluarga diisi lebih dari 0. Form detail akan muncul sejumlah jumlah anggota 
keluarga yang diisi. Seletah mengisi jumlah anggota keluarga maka tombol 
Submit akan enable.
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Selanjutnya isi form detail yang terdiri dari
1.  Nama Lengkap
2.  Jenis Kelamin
3.  Hubungan Keluarga
4.  Anak ke
5.  Nomor Akta Pengangkatan Anak
6.  Tempat Lahir
7.  Tanggal Lahir
8.  NIK
9.  Nomor/Akta Tanggal Kelahiran
10.  Status Kawin
11.  Nomor/Akta Tanggal Kawin/Cerai
12.  Agama
13.  Golongan Darah
14.  Pendidikan Terakhir
15.  Status Pendidikan
16.  Kelompok Pekerjaan
17.  Tempat Tinggal Terakhir
18.  Nomor dan Tanggal Surat Pindah
19.  Kelainan Khusus
20.  Akseptor KB
21.  Nama Ibu
22.  NIK Ibu
23.  Nama Ayah
24.  NIK Ayah
25.  Keterangan
Setelah mengisi form selanjutnya mengisi Captcha untuk mengecek spam. Setelah 
itu klik tombol Submit.
Apabila data berhasil disimpan maka akan menampilkan Nomor Registrasi 
seperti berikut
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
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Apabila data tidak berhasil disimpan maka akan menampilkan tampilan seperti ini
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
Apabila Captcha salah akan menampilkan
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
Apabila Captcha tidak di klik akan menampilkan
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
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3.4 KTP (Kartu Tanda Penduduk)
KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah salah satu layanan yang disediakan 
Website Sistem Pelayanan Publik. Untuk memilih Kartu Tanda Penduduk  klik 
Pilih Pelayanan pada Menu Jenis Pelayanan. Setelah klik Pilih Pelayanan maka 
akan muncul menu dropdown seperti ini
Setelah itu klik Kartu Tanda Penduduk untuk menampilkan form Kartu Tanda 
Penduduk. Berikut adalah form Kartu Tanda Penduduk
Selanjutnya isi form Kartu Tanda Penduduk yang terdiri dari
1.  NIK
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2.  Nama Lengkap
3.  Jenis Kelamin
4.  Tempat Lahir
5.  Tanggal Lahir 
6.  Status Kawin 
7.  Agama
8.  Golongan Darah
9.  Pekerjaan
10.  Alamat
11.  RT
12.  RW
Setelah mengisi form selanjutnya mengisi Captcha untuk mengecek spam. Setelah 
itu klik tombol Submit.
Apabila data berhasil disimpan maka akan menampilkan Nomor Registrasi 
seperti berikut
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
Apabila data tidak berhasil disimpan maka akan menampilkan tampilan seperti ini
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
53SISTEM PENGGUNAAN WEBSITE
Apabila Captcha salah akan menampilkan
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
Apabila Captcha tidak di klik akan menampilkan
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
4. Cek Status Registrasi
Fitur Cek Status Registrasi digunakan untuk melihat status Nomor Registrasi. 
Status Nomor Registrasi terdiri dari
Formulir Diterima
Berkas Diterima
Berkas Diverifikasi
Selesai
Dibatalkan
Untuk mengakses Cek Status Registrasi dapat meng-klik Cek Status Registrasi 
pada Navigasi
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Berikut adalah tampilan Cek Status Registrasi
Untuk akses Cek Status Registrasi cukup tekan tombol Cek Status Registrasi 
maka page akan scroll down menuju menu Cek Status Registrasi.
Jika ingin melihat Status Registrasi isi form yang terdiri dari Jenis Pelayanan dan 
Nomor Registrasi. 
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Selanjutnya isikan Captcha dan klik buttton Submit.
Jika Nomor Registrasi benar maka akan muncul tampilan Nomor Registrasi dan 
status
Jika Nomor Registrasi salah maka akan muncul tampilan Nomor Registrasi dan 
status Tidak Ditemukan
Apabila Captcha salah akan menampilkan
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
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Apabila Captcha tidak di klik akan menampilkan
Untuk kembali ke halaman sebelumnya
 Klik tombol Kembali
57
BAGIAN III 
KESIMPULAN
Otonomi desa melalui UU No.6 tahun 2014 tentang desa menempatkan desa 
sebagai wilayah otonom. Karena itu, pemerintah desa memiliki hak dan kewenangan 
yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara mandiri. Sayangnya, 
berdasarkan hasil penelitian kami menunjukkan pemerintah desa belum sepenuhnya 
siap menjalankan otonomi desa tersebut. Kendati demikian, pemerintah desa optimis 
otonomi desa dapat dijalankan dengan baik melalui inovasi-inovasi pemerintahan 
seperti penerapan e government. Berdasarkan hasil kajian kami menunjukkan 
pemerintah desa memiliki visi yang baik untuk menerapkan e government sebagai 
bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintah desa yang efektif dan efesien. 
Desain e government dilakukan melalui website sebagai sarana transformasi data 
dan informasi pemerintahan kepada masyarakat desa. Website dirancang untuk 
menyediakan data dan informasi pemerintahan desa sehingga pemerintah desa dapat 
dengan mudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa. Di sisi lain, 
masyarakat desa juga dapat dengan mudah mengakses pelayanan dan mengawasi 
pembangunan desa. Pada akhirnya, e government melalui dapat mewujudkan 
pemerintahan desa yang efektif dan efesien sesuai tujuan otonomi desa.
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